BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR # TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier
Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun
2014 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan;

b. bahwa dalam perkembangan terdapat beberapa
ketentuan yang perlu ditambahkan dalam
Peraturan Bupati dimaksud,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan b
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kuningan tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah



Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur = Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5676);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6037);



Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961
tentang Pemberian Tugas Belajar;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan
Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04
Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 +

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Organisasi Perangkat  Daerah
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan,
Provinsi Jawa Barat 5/279/2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
4);

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun
2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
(Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2015 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 62 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata  Kerja  Badan Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016,
Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS BAGI
PEGAWAI @ NEGERI  SIPIL DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan :

Ls
i
3.

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
Bupati adalah Bupati Kuningan;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah
SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan;

[jazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga
pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan;

Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang
terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
atau bentuk lain yang sederajat;

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana,
Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh
Perguruan Tinggi;

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas
prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap
Negara;

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus
ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat
Tanda Tamat Belajar/ Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat
disesuaikan kepangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang
berlaku;



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017

tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan

Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017

Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Bab V dan Bab VI, serta diantara Pasal 29 dan Pasal 30
disisipkan 1 (satu) Bab, dan 3 (tiga) Pasal, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BAB V A
UJIAN DINAS

29 A

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I,

golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III /d,

untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,

disamping harus memenuhi Syarat yang ditentukan harus pula
lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan

Pemerintah ini atau ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam

2 (dua) tingkat yaitu :

a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II /d menjadi Penata Muda,
golongan ruang IlI/a;

b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d menjadi Pembina, golongan
ruang IV/a.

Pasal 29 B

Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian dinas diatur lebih
lanjut oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 29 C

Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang :

a.

b.

C.

akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan
prestasi kerja luar biasa baiknya;

akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan
baru yang bermanfaat bagi negara;

diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :

1) mencapai batas usia pensiun;



2) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
d. telah memperoleh :
a) jazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat
L
b) [jazah Dokter, Ijazah Apoteker dan ljazah lain yang setara,
Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk
Ujian dinas Tingkat II.
e. Telah menduduki jabatan fungsional;
f. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III.

Pasal II .

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pénempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan -
Pada tanggal /)~ /"

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal ./~ -
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